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“Tidak ada kekayaan melebihi akal, tidak ada kemelaratan melebihi kebodohan, 

kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik”. (Aspinal) 

“Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan”. (William Lowper) 

 

“Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan tumbuhan rimbun yang tidak berbuah” (Hadist)
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SINOPSIS 

 

Pelayanan publik menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh para aparat 

pemerintah desa. Pelayanan publik dilakukan untuk membantu masyarakat ketika 

membutuhkan berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Dalam 

pemberian pelayanan public, aparat pemerintah desa diharuskan untuk mampu 

memeberikan pelayanan dengan baik dan dengan maksimal. Pelayanan yang baik 

akan memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Akan tetapi pelayanan yang 

diberikan oleh setiap aparat pemerintah berbeda-beda. Perbedaan kemampuan aparat 

pemerintah desa dikarenakan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu factor sumber 

daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparat 

pemerintah desa dalam memanfaatkan komputer sebagai upaya peningkatan pelayan 

publik di Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.  

  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian di Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Informan kunci 

adalah Aparat pemerintah desa yang berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan 

publik, informan pendukungnya adalah tokoh masyarakat dan masyarakat yang 

mengetahui proses aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. 

Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai metode analisis 

data kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat 

pemerintah Desa Nglaris bahwa pelayanan publik dilakukan dengan transparan atau 

jelas. Masyarakat yang akan memerlukan pelayanan publik, dilayani dengan baik, 

diutamakan dan diberikan sesuai dengan alur yang jelas. Selain itu, transparansi juga 

meliputi  1) keterbukaan dalam pembuatan pelayanan, 2) memberikan segala 

kemungkinan-kemungkinan yang ada dan 3) membantu masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dari perangkat desa secara cepat, mudah dan murah. 

Tangiable dalam pelayanan terlihat ketika Pemerintah Desa Nglaris melaksanakan 

upaya peningkatan kecermatan dari kinerja perangkat desa. Perangkat Desa bertugas 

untuk memberikan pengarahan untuk mengecek berkas-berkas pemohon. 

Kemampuan dan kecermatan petugas dalam memeriksa persyaratan yang dibawa oleh 

pemohon untuk diajukan sangat penting, karena apabila syarat permohonan sudah 

lengkap, maka pemohon dapat langsung dilayani. Dan Aspek Responsiveness terlihat 

ketika Kinerja perangkat desa dalam aspek kepentingan pelayanan menjadi aspek 
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utama dan terpenting dalam memberikan pelayanan adalah aspek kepentingan 

masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah Desa Nglaris selalu mengutamakan 

kepentingan masyrakat diatas kepentingan pribadi.  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah  1). 

Diharapkan masyarakat mampu memberikan respon yang baik dan juga turut serta 

melakukan pengawasan terkait kinerja aparat pemerintah agar tercapai kinerja yang 

lebih baik, lebih baik dan lebih baik. 2) Diharapakan bagi aparat pemerintah Desa 

Nglaris agar mampu meningkatkan skill atau kemampuan dalam menggunakan 

computer sehingga aparat pemerintah dapat maksimal dalam memberikan pelayanan 

dan semua aparat mampu memberikan pelayanan dengan media komputer sehingga 

pekerjaan dapat dibagi dengan rata sehingga beban pekerjaan dapat lebih ringan dan 

lebih cepat terselesaikan. Peningkatan kemampuan melalui peningkatan Sumber Daya 

Manusia melalui kegiatan pelatihan komputer dan juga bimbingan teknis tentang 

administrasi desa. 

Kata Kunci : Kemampuan, Aparat Pemerintah Desa, Pelayanan Publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan pembangunan nasional yang multidimensi membutuhkan 

banyak pihak aparat pemerintahan, baik aparat pemerintah yang berada pada 

tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Aparat pemerintahan yang 

dilibatkan adalah para aparat pemerintah yang memiliki kemampuan yang 

cukup maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Wilayah desa dinilai menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan aktifitas 

pembangunan dan pemerintahan karena wilayah desa menjadi penentu 

berhasil atau tidaknya pembangunan nasional secara menyeluruh.  

Keberadaan aparat desa yang memiliki tugas tambahan pada bidang 

administrasi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi bagian dari 

pemerintahan yang telah mengetahui secara pasti segala kondisi dan 

masalah yang terdapat di wilayahnya. Oleh karena itu, segala input yang 

diperoleh pada pemerintah pusat begitu dibutuhkan dalam mengambil 

kebijakan daerah atau nasional dalam pembangunan secara menyeluruh. 

Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data serta bahan keterangan 

yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk perencanaan 

pembangunan daerah, oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus 

dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan negara (Suryaningrat, 

1992:108). 
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Aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang 

berbuhungan dengan penyajian data dan informasi, sangat dibutuhkan 

adanya kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas 

pemerintahan. Kemampuan aparat desa dibidang teknologi informasi di 

jaman sekarang sangat diperlukan karena pekerjaan sekarang baik 

pencatatan, pengolahan dan pelaporan memang dituntut menggunakan 

teknologi komputerisasi. 

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani 

keperluan masyarakat yang mempuanyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan 

(Sinambela,dkk 2006:5). Terkait dengan pelayanan publik yang diberikan 

kepada masyarakat desa maka pelayanan tersebut diberikan oleh perangkat 

desa. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, perangkat desa terdiri atas Sekertaris Desa, Pelaksana 

Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Salah satu tugas perangkat desa adalah 

memberikan pelayanan umum khususnya dalam bidang administrasi. 

Pelayanan yang diberikan oleh aparat desa kepada masyarakat desa meliputi 

layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, surat 

nikah, Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK), dan lain-lain.  

Pelayanan administrasi kependudukan atau pelayan publik sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat juga sangat mengharapkan 

mendapat pelayanan administrasi yang baik dan secara cepat ditangani oleh 

aparatur desa. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa 
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Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Alasan penulis memilih 

Desa Nglaris sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat pendidikan 

warga masyarakat jauh lebih tinggi dari pada desa yang lain. Akan tetapi, 

tingkat sumber daya perangkat desa masih rendah.  

Berdasarkan observasi awal penulis dapat diketahui bahwa 

kemampuan aparatur pemerintah Desa Nglaris dalam hal komputerisasi 

masih sangat kurang. Hal tersebut ditunjukkan dengan aparat pemerintah 

desa yang masih sangat minim pengetahuan tentang komputer dan cara 

menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan dalam pemerintahan 

desa.  

Pelayanan publik yang dilakukan di Balai Desa Nglaris sebagian 

besar masih menggunakan cara manual. Cara manual dipilih karena 

minimnya kemampuan aparat Desa Nglaris dalam penggunaan komputer. 

Pekerjaan yang dilakukan secara manual memiliki kendala dalam hal 

kecepatan penyelesaian pekerjaan, karena jika pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan dengan komputer maka hasil yang dihadapkan akan lebih cepat 

dan lebih rapi.  Selain itu, setiap laporan dan pekerjaan yang diserahkan ke 

tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat kecamatan semuanya sudah harus 

menggunakan komputer. Dengan keterbatasan jumlah aparat yang bisa 

menggunakan komputer dengan baik maka berkaitan dengan terkendalanya 

surat-surat atau berkas-berkas yang mendesak untuk segera dilaporkan. 

Kondisi demikian yang menimbulkan dampak pada keterlambatan 

pengumpulan segala berkas yang dibutuhkan dan juga berdampak pada 
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pelayanan publik yang dinilai cenderung lambat.  

Keterlambatan pelayanan publik akan sangat mengganggu proses 

dan mengecewakan masyarakat karena masyarakat yang membutuhkan 

layanan publik tersebut sangat mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan 

yang baik, mudah dan cepat dari aparatur desa. Pada penelitian ini penulis 

melakukan penelitian di Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten 

Purworejo. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dapat diketahui bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa kurang maksimal. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan kurangnya kemampuan aparatur desa yang secara SDM 

(Sumber Daya Manusia) dan kemampuan tentang teknologi masih kurang, 

yaitu hanya terdapat satu aparat yang mahir menggunakan teknologi 

komputer.  

Hasil pengamatan penulis sesuai dengan kondisi yang senyatanya 

ada pada Aparat Desa Nglaris, menunjukkan bahwa kemampuan aparat 

Desa Nglaris dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan 

dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan 

pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. 

Hal ini dikarenakan aparat yang memiliki sedikit kemampuan di bidang 

komputer hanya satu orang aparat juga terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai 

ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun 

administrasi keuangan. 
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Kenyataan yang ada di lapangan, terdapat berbagai permasalahan 

yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-

urusan pemerintahan tersebut. Kapasitas yang masih rendah merupakan 

bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih 

belum terpenuhi sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan 

desa. Pelayanan yang belum optimal ini menyebabkan waktu proses 

menjadi lama dan merugikan masyrakat. Oleh karena itu kemampuan dalam 

pemanfaatan program komputer bagi para apartur desa sangat penting untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan kemampuan komputer 

tersebut dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Nglaris dengan 

melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawab yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 

judul “Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik 

(Sebuah Studi Diskriptif Kualitatif  di Desa Nglaris Kecamatan Bener 

Kabupaten Purworejo)”. 

    

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

  Bagaimanakah kemampuan aparat pemerintah desa dalam 

memanfaatkan komputer sebagai upaya peningkatan pelayan publik di Desa 

Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ? 
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